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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR  25  TAHUN 2025 
TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2025 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah 
bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6736); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan     Lembaran     
Negara      Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Trasfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6847); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib  
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran dalam Anggaran  Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib  Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1777); 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1781); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 
Nomor 3); 

 
 

 



- 5 - 

 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2025. 
Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan 
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 
Pasal 2 

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar 
Rp1.975.033.311.776,00 bertambah sebesar 

Rp146.910.376.272,00 sehingga menjadi 
Rp2.121.943.688.048,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. pendapatan  

1. semula         Rp1.682.069.600.084,00 
2. bertambah/berkurang        (Rp     17.513.939.827,00) 

jumlah pendapatan Daerah  
setelah perubahan           Rp1.664.555.660.257,00 

b. belanja  
1. semula          Rp1.966.181.311.776,00 
2. bertambah/berkurang         Rp   146.910.376.272,00 

jumlah belanja Daerah       
setelah perubahan           Rp2.113.091.688.048,00 

c. pembiayaan  
1. penerimaan  

a) semula            Rp292.963.711.692,00 
b) bertambah/berkurang    Rp164.424.316.099,00 

jumlah penerimaan pembiayaan  

setelah perubahan        Rp457.388.027.791,00 
2. pengeluaran  

a) semula                Rp8.852.000.000,00 
b) bertambah/berkurang       Rp                     0,00 

jumlah penerimaan pengeluaran           
setelah perubahan  Rp8.852.000.000,00 
jumlah pembiayaan neto     

setelah perubahan        Rp448.536.027.791,00 
sisa lebih pembiayaan anggaran                

setelah perubahan Rp                         0,00 
 

Pasal 3 
Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri 
atas: 
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a. Lampiran I  Ringkasan Penjabaran APBD yang 
diklasifikasi menurut kelompok, jenis, 

objek, dan rincian objek pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan; 

b. Lampiran II Rincian APBD menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, 

kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

c. Lampiran IIIa Daftar nama penerima, alamat dan besaran 

alokasi hibah berupa uang yang diterima 
serta SKPD pemberi hibah; 

d. Lampiran IIIb  Daftar nama penerima, alamat dan besaran 
alokasi hibah berupa barang yang diterima 

serta SKPD pemberi hibah; 
e.  Lampiran IVa Daftar nama penerima, alamat dan besaran 

alokasi bantuan sosial berupa uang yang 

diterima serta SKPD pemberi bantua sosial; 
f.  Lampiran IVb Daftar nama penerima, alamat dan besaran 

alokasi bantuan sosial berupa barang yang 
diterima serta SKPD pemberi bantua sosial; 

g.  Lampiran Va Daftar nama penerima, alamat dan besaran 
bantuan keuangan bersifat umum yang 
diterima serta SKPD pemberi bantuan 

keuangan; 
h.  Lampiran Vb  Daftar nama penerima, alamat dan besaran 

bantuan keuangan bersifat khusus yang 
diterima serta SKPD pemberi bantuan 

keuangan; 
i.  Lampiran VIa Daftar nama penerima, alamat dan besaran 

besaran belanja bagi hasil pajak daerah 

kepada pemerintah kabupaten; 
j.  Lampiran VIb Daftar nama penerima, alamat dan besaran 

besaran belanja bagi hasil pajak daerah 
kepada pemerintah kota;  

k.  Lampiran VIc Daftar nama penerima, alamat dan besaran 
besaran belanja bagi hasil pajak daerah 
kepada pemerintah desa; 

l. Lampiran VII Rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada 
tentang Penjabaran APBD yang disajikan 

berdasarkan sumber dana; dan 
m. Lampiran VIII Formulir komitmen Pemerintah Daerah 

menganggarkan barang dan jasa serta 
belanja modal berupa Produk Dalam Negeri 
(PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri 

(TKDN).  
 

Pasal 4 
Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan 

dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam 
dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 
 
Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 15 Agustus 2025 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR 

 
 

Diundangkan di Kandangan 
pada tanggal 15 Agustus 2025 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 
ttd. 

 
MUHAMMAD NOOR 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2025 NOMOR 251234 
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